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Abstrak 
 

Pasal 58-59 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa menyebutkan tentang pertanggungjawaban, yaitu pelaksana 

operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan 

rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala 

meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran 

meliputi laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi semesteran serta 

rincian masalah selama satu semester. Program pendampingan penyusunan 

Laporan Keuangan di Kabupaten Blitar juga berkolaborasi dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dindammade) Kabupaten Blitar. 

Terdapat empat BumDes yang dilakukan pendampingan, yakni BUMDes Al 

Hikmah, BUMDes Mujair Berkah Sejahtera, BUMDes Beringin Makmur dan 

BUMDes Makmur Sejahtera. Setiap BUMDes memiliki lebih dari satu unit usaha 

dengan beragam jenis usaha yang meliputi manufaktur, jasa perdagangan, 

jasa keuangan (simpan pinjam) dan jasa-jasa lainnya. Hasil asersi terhadap 

laporan keuangan menunjukkan bahwa satu BUMDes sudah menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan kesalahan minor. 

Sedangkan tiga BUMDes lainnya belum menunjukkan BUMDes sudah 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban, meskipun belum 

menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif ataupuan memenuhi 

SAK ETAP. Ketiga BUMDes tersebut masih melakukan pelaporan berbasis kas.  
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Abstract  
 

Article 58-59 of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-

Owned Enterprises mentions accountability, namely that operational 

implementers are required to prepare periodic reports containing the 

implementation of joint BUM Desa/BUM Desa work program plans. Periodic 

reports include semi-annual reports and annual reports. The semester report 

includes a financial position report and calculation of semester profit and loss 

as well as details of problems during one semester. The assistance program for 

preparing Financial Reports in Blitar Regency also collaborates with the 

Community and Village Empowerment Service of Blitar Regency 

(Dindammade). There are four BumDes that provide assistance, namely 

BUMDes Al Hikmah, BUMDes Mujair Berkah Sejahtera, BUMDes Beringin Makmur 

and BUMDes Makmur Sejahtera. Each BUMDes has more than one business unit 

with various types of business including manufacturing, trade services, financial 

services (savings and loans) and other services. The results of assertions on 

financial reports show that one BUMDes has submitted an accountability 

report that meets the Financial Accounting Standards for Entities Without 

Public Accountability (SAK ETAP) with minor errors. Meanwhile, the other three 

BUMDes have not shown that the BUMDes have submitted accountability 

reports, even though they have not shown comprehensive financial reports or 

fulfilled SAK ETAP. The three BUMDes still carry out cash-based reporting. 
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